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ABSTRACT 
This research discusses the form of law protection for copyright holder 
cinematographic based on Regulation No. 28 of 2014 about Copyright, cause of legal violation 
and legal effort for copyright holder cinematography can take towards piracy on a telegram 
application. The research method used is constitutes a normative juridical research used a 
Statute Approach and a Conceptual Approach. The results of this research, Cinematographic 
copyright protection in preventive form through government and repressive in the form of 
dispute resolution through alternative arbitration or court dispute resolution. The reasons that 
make pirates use the Telegram application facilities are because it is very easy to use, free and 
Telegram is not too strict regarding channel abuse. And efforts that can be made by the hijacked 
Cinematography Copyright Holder through the Telegram Application by filing a complaint to 
the police / investigator regarding Duplication and / or Piracy. 
Keywords: Law Protection, Copyright, Film Piracy. 
ABSTRAK 
Penelitian ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak 
cipta sinematografi, penyebab pelanggaran hukum serta upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram. Metode 
penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang 
dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan Perlindungan Hak Cipta 
Sinematografi dalam bentuk preventif melalui pemeritah dan represif berupa penyelesaian 
sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Penyebab yang 
menjadikan pelaku pembajakan menggunakan sarana aplikasi Telegram, karena sangat mudah 
digunakan, bebas dan pihak Telegram tidak terlalu tegas terkait penyalahgunaan Channel. 
Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi yang dibajak melalui 
Aplikasi Telegram dengan mengajukan Pengaduan kepada polisi/penyidik terkait Penggandaan 
dan/atau Pembajakan. 




     Saat ini masih banyak beredar film bajakan di Indonesia yang mana tidak hanya terdapat 
dalam situs internet, namun ada juga yang memanfaatkan aplikasi pengirim pesan untuk 
penyediaan film bajakan tersebut. Pada bulan Januari 2020, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran terhadap situs streaming film bajakan atau 
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ilegal seperti IndoXXI (Lite) dan ribuan situs bajakan serta domain ilegal lainnya.4 Para pelaku 
pembuat situs/penyedia film bajakan juga melakukan   penggantian nama atau domain situs 
untuk mengelabui para penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satunya melalui 
aplikasi layanan pengirim pesan, seperti Telegram.  
     Karya sinematografi dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC menyebutkan 
bahwa yang termasuk karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak 
(moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat 
dengan scenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam seluloid, pita video, 
piringan video, cakram optic dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di 
bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh 
bentuk audiovisual. 5  
     Sekarang masih banyak yang melakukan pembajakan film melalui situs online maupun 
media lainnya oleh pihak tak bertanggung jawab. Lalu bagaimana dengan penegakannya di 
Indonesia.  Disinilah kemudian pentingnya penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan 
normatif agar dapat diketahui mengenai “Perlidungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta 
Sinematografi Terkait Pembajakan Film Di Aplikasi Telegram”. 
     Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memiliki 
rumusan masalah sebagai berikut: Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta 
sinematografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Mengapa terjadi pelanggaran hukum terkait 
film bajakan di aplikasi telegram? Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak 
cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram? 
     Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka penulis 
mempunyai tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan 
hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 
2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui 
dan menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi 
telegram. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram. 
                                                             
4Kompas. Penutupan website INDOXXI. Di akses tanggal 22 Desember 2019. https://www.Kompas.com  
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     Dari kajian masalah yang akan dibahas diharapkan penelitian ini memberikan manfaat 
terhadap perkembangan hukum di Indonesia, seperti: 1. Secara teoritis, Hasil penelitian 
diharapkan dapat mengembangkan khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum 
khususnya dibidang hak kekayaan intelektual. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan 
sebagai referensi dan literatur serta tambahan bacaan untuk bahan penelitian yang terkait. Hasil 
penelitian diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hak keyaan intelektual khususnya 
hak cipta. 2. Secara praktis, Hasil penelitian diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui 
hubungan hukum serta akibat hukum dengan adanya film bajakan diaplikasi telegram. Serta 
hasil penelitian diharapkan agar pemerintah dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap 
pembajakan film di aplikasi Telegram. 
     Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan 
Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier. Analilis dilakukan dengan cara Inventarisasi, Identifikasi, Klarifikasi, 
Sistematisasi, Interpertasi dan Kontruksi Bahan Hukum.  
 
PEMBAHASAN 
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 
Informasi Dan Transaksi Eletronik 
     Dalam pengertian Hak Cipta menjelaskan adanya asas dekaratif dimana pelindungan hukum 
otomatis diberikan saat Ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya. 
TRIPs mengakui bahwa Ciptaan yang layak mendapat perlindungan hukum manakala Ciptaan 
tersebut merupakan ekspresi atau perwujudan ide (Pasal 9 ayat 2 TRIPs). Ekspresi atau 
perwujudan ide dalam sebuah karya cipta yang dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak 
bisa diberikan hak ekslusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata dan 
berwujud, dalam beberapa literatur asing disebut fixation.6 Dalam penjelasan tersebut dapat 
diketahui bahwa Pencipta memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas 
Ciptaannya. 
     Salah satu tujuan perlindungan Hak Cipta sinematografi adalah untuk mencegah pihak lain 
dalam memanfaatkan karya cipta Pencipta tersebut secara sah atau tanpa hak dengan tujuan 
                                                             
6 Khoirul Hidayah, Op.cit, Khoirul Hidayah, (2017), Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Malang: 
Setara Press, h.32 
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komersial. Tindakan yang demikian ini dapat merusak Hak Kekayaan Intelektual dan kegiatan 
ini dikenal dengan istilah pembajakan Hak Cipta. Pembajakan Hak Cipta sinematografi pada 
kenyataannya selama ini secara sadar atau tidak dilakukan oleh banyak pihak, terutama 
masyarakat dalam negeri yang sudah terbiasa menikmati film bajakan.  
     Perlindungan hukum merupakan refleksi atas terwujudnya fungsi dan tujuan hukum, 
perlindungan hukum dapat diperoleh oleh subjek hukum jika fungsi dan tujuan hukum terwujud 
dengan baik. Berdasarkan bentuknya Philipus M. Hadjon, membedakan perlindungan hukum 
dalam 2 bentuk yakni perlindungan hukum preventif, hukum yang bekerja untuk mencegah 
terjadinya konflik/sengketa, dan perlindungan hukum represif yang bekerja untuk 
menyelesaikan konflik/sengketa yang sedang atau telah terjadi. Sejalan dengan pendapat 
Philipus M. Hadjon, Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra menyatakan bahwa hukum seharusnya 
tidak hanya sekedar berfungsi untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif dan 
fleksibel, tetapi hukum juga harus berfungsi secara prediktif dan antisipatif. Sedangkan 
Sunaryati Hartono menegaskan bahwa hukum bekerja memberikan perlindungan hukum karena 
dibutuhkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka yang lemah secara sosial, 
ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.7 
     Upaya Preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa. Bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yang paling utama ialah peran pemerintah 
dalam upaya preventif bagi Pemegang Hak Cipta sinematografi, yaitu dengan menetapkan 
Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang mana didalamnya mengatur 
tentang perlindungan hukum bagi Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini juga 
perlindungan hukum preventif khususnya juga dapat melakukan pencegahan dalam 
pembajakan film. Serta penjelasan UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta merupakan hak 
ekslusif yang artinya memiliki beberapa esensi hak yakni berupa hak moral, hak ekonomi dan 
hak terkait. Maka, hal tersebut merupakan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang 
Hak Cipta dalam memperoleh perlindungan hukum selaku Pemegang Hak Cipta sinematografi. 
Kemudian perlindungan oleh UUHC lainnya ialah dengan melakukan Pencatatan terkait Hak 
Cipta yang dimiliki oleh Pencipta. 
     Upaya Preventif yang melalui pemerintah ialah dengan memberikan perlindungan hukum 
dengan membuat ketentuan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
14 Tahun 2015 dan Menteri Komuniskasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang 
Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau 
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Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, terkait pelanggaran Hak Cipta didalam Channel Aplikasi 
Telegram terdapat pada Pasal: 
     Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi: “Berdasarkan hasil verifikasi laporan ditemukan cukup 
bukti dan dianggap memenuhi unsur pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait, tim 
verifikasi membuat rekomendasi yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten yang 
melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan 
sistem elektronik tidak dapat diakses”. 
     Pasal 12 berbunyi, “Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh 
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh 
empat jam) terhitung sejak tanggal rekomendasi ditandatangani kepada Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui 
Jenderal Aplikasi Informatika”. 
     Pasal 13 ayat (1) berbunyi: “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang komunikasi dan informatika melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran atau 
Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak 
Terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12”. 
     Pasal 15 menyebutkan bahwa: “Penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang 
melanggar hak cipta dan/atau hak terkait diumumkan dalam laman resmi kementrian yang 
menyelenggarakan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melalui Jenderal 
Aplikasi Informatika”. 
     Dari penjelasan Pasal diatas maka dapat dipahami apabila terdapat sebuah Konten yang 
terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait didalam Aplikasi Telegram, maka 
Kemenkumham dan Kominfo akan menutup Channel tersebut. Kemudian dari pihak Telegram 
pun terdapat kebijakan yang sama dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang 
berlaku. Dan hal ini lah yang dapat menjadikan efek jera bagi Pengguna Media Sosia sehingga 
menjadi lebih hati-hati dalam menyebarkan konten. 
     Upaya Represif, merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih ditunjukan kepada 
penyelesaian sengketanya. Artinya, perlindungan hukum represif dapat juga berupaya untuk 
menyelesaikan sengketa dalam lingkup Hak Cipta sinematografi terkait pembajakan film.  
     Ada 2 (dua) cara dalam melakukan penyelesaian sengketa dalam perlindungan hukum bagi 
Pemegang Hak Cipta Sinematografi terkait film bajakan di Aplikasi Telegram. Upaya pertama 
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disebut upaya nonlitigasi yang berfokus kepada upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dan 
upaya kedua yaitu upaya litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan.  
     Penyelesaian perkara secara non-litigasi merupakan penyelesaian dengan pendekatan di luar 
pengadilan. Penyelesaian non-litigasi dilakukan melakukan komunikasi dan negosiasi antar 
para pihak guna mencapai kesepakatan bersama yang menjadi perintah bagi para pihak untuk 
dilakukan. Upaya non litigasi dilakukan untuk menghindari dilaksanakannya upaya litigasi oleh 
pihak yang merasa dirugikan. Upaya-upaya non litigasi dikenal juga dengan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa. Ada beberapa bentuk upaya yang tergolong upaya non-litigasi ataupun 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, diantaranya: 8 Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi. Kemudian 
ada pula bebrapa bentuk Penyelesaian Secara Litigasi, yakni dapat melalui Hukum Perdata, 
Hukum Pidana, dan Adiministrasi Negara. Dan ada pula yang melalui jalur Arbitrase. 
 
Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hukum Terkait Film Bajakan Di Aplikasi Telegram  
     Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat, memunculkan banyak inovasi 
baru dari teknologi.9 Kemajuan teknologi informasi (TI) yang berkembang begitu pesat 
sehingga menyebabkan berbagai perubahan dalam kegiatan kehidupan manusia di berbagai 
aspek yang secara langsung dan mempengaruhi lahirnya perbuatan hukum baru. Selain 
berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, dan perangkat bisnis yang menguntungkan, 
internet juga dapat menjadi lahan yang sangat subur untuk terjadinya sebuah tindakan 
kriminal.10  
     Adapun menurut Sophar M. Hutagalung, ada beberapa faktor influensial yang mendorong 
seseorang untuk melakukan pelanggaran pembajakan Hak Cipta Sinematografi, yakni:11 
Kemajuan teknologi dibidang industri penggandaaan (reproduction), Sulitnya mengawasi 
kegiatan produksi, Adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara produk legal dengan 
illegal, dan Penegakan hukum yang belum efektif meskipun komitmen Pemerintah sudah cukup 
tinggi. 
     Menurut Chirstoper Millard, dalam buku Computer Law edisi keempat terdapat sebuah 
pertanyaan yang mengatakan, “siapa yang mungkin bertanggung jawab terhadap pelanggaran 
                                                             
8 Sujana Donandi S. (2019), Hukum Intelektual di Indonesia (Intellectual Property  Right Law In 
Indonesia),Yogyakarta: Deepublish, h. 128-129 
9 Abdul Rockim, Sri Ayu Lestari, (2019) Implementasi Media Visualisasi 360 Pada Platform Android 
Untuk Promosi Penjualan Kendaraan Bekas, Jurnal Teknika ISSN: 2085-0859 Volume 11, No.2 , h.1127 
10 Yusran Isnaini, (2009).  Hak Cipta dan Tantangannya di era cyber space, Jakarta: Ghalia Indonesia.h. 
4 
11 Sophar M. Hutagalung, 2012, HAK CIPTA kedudukan & peranannya dalam Pembangunan, Jakarta: 
Sinar Grafika, h. 326 
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Hak Cipta di internet”. Menurutnya, para pelaku pelanggaran dapat masuk kedalam tiga jenis 
kategori, yakni penerima, pengirim dan operator jaringan yang ada diinternet.12 Hal ini pun juga 
sama dengan berbagi film bajakan melalui media sosial, pelaku yang termasuk dalam kegiatan 
ini ialah pengguna media sosial yakni pengirim selaku penyedia film bajakan, penerima atau 
penonton yang menikmati hasil karya cipta bajakan, dan tentunya pemilik media sosial itu 
sendiri.  
     Berkaitan dengan hal TI pembajakan yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi didalam 
sebuah aplikasi media sosial yakni Telegram yang dapat diunduh melalui Play Store dan App 
Store serta dapat diakses melalui web telegram sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai 
pengertian Aplikasi Telegram bahwa aplikasi ini merupakan media sosial yang memiliki rupa 
seperti Whatsapp. Dan salah satu cara yang digunakan dalam melakukan proses pembajakan 
ini ialah melalui Channel, yang juga merupakan bagian dari aplikasi Telegram sendiri.  
     Dilansir dari Liputan6.com, berdasarkan investigasi yang dilakukan media The Outline 
(Outline Media: Branding & Adversiting Agency in Hybderabad) bahwa film bajakan yang ada 
didalam aplikasi Telegram kebanyakan dicuri dari Netflix dan Spotify. The Outline mengutip 
dari Business Insider Singapura, bahwa sejumlah kelompok dan Channel di Telegram sengaja 
dibuat dengan tujuan mengirimkan konten bajakan. The Outline juga berhasil mewawancarai 
beberapa pembuat Channel dan grup Telegram yang namanya tidak disebut. Mereka inilah yang 
menggunakan Telegram untuk dapat berbagi konten bajakan tersebut. Para pengguna Telegram 
yang menggunakan aplikasi tersebut untuk tujuan terlarang ini menyebutkan beberapa alasan 
mengapa harus platform Telegram, yakni sebagai berikut: 13  
1) mereka menilai Telegram merupakan Platform yang menawarkan anonimitas lebih tinggi 
disbanding Platform lain. 2) bagi mereka Telegram tidak terlalu memantau dan tidak tegas 
dalam menghapus grup serta Channel yang dipakai untuk berbagi konten bajakan dan illegal 
tersebut. 3) privasi pengguna yang tinggi, sehingga pelaku pembajakan film ini tidak takut 
ketahuan. 4) Pembajak juga menganggap Telegram sangat bebas. 5) anggota yang bergabung 
dalam Channel mengaku tidak pernah menceritakan kegiatan illegal yang dilakukannya. 6) 
alih-alih membagikan link tempat pengguna bisa mengunduh film, Channel dan grup Telegram 
tersebut mengunggah film-film tersebut ke server Cloud Telegram. 7) pembajak film 
                                                             
12 Yusran Isnaini, Op.cit. h. 5 
13 Agustin Setyo Wardani, (2018), Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film 
Bajakan, diakses tanggal 17 Desember 2020 pada https://m.liputan6.com/tekno/read/3460053/ups-
aplikasi-chatting-telegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan 
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mengapresiasi Telegram yang menyediakan ruang penyimpanan besar pada platform tersebut. 
Dan yang terakhir 8) ketidaktegasan Telegram dalam menuntaskan pelanggaran tersebut. 
      Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa fitur Channel didalam aplikasi 
Telegram tersebut sama sekali tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, melainkan karena 
adanya pihak yang membuat sebuah Channel film bajakan gratis secara cuma-cuma agar dapat 
dinikmati oleh pengguna Telegram dan pecinta film. Dalam hal ini pihak yang terlibat tersebut 
sudah jelas bahwa ia melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi 
Elektronik jo. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman. 
 
Upaya Perlindungan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta 
Sinematografi Yang Dibajak Melalui Aplikasi Telegram 
     Sebelum memasuki mengenai penjelasan terhadap Upaya yang dapat dilakukan oleh 
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta yang dibajak, perlu diketahui bahwa Upaya Perlindungan 
Hukum hanya dapat dilaksanakan apabila Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengajukan 
pengaduan. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 120 UUHC, berbunyi: “Tindak Pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Artinya Pasal yang 
telah disebutkan diatas hanya akan dikenakan kepada pelaku Pembajakan apabila Pencipta dan 
Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan.  
     Dalam prinsipnya jika terjadi peristiwa pidana, maka pemerintah yang diwakilkan oleh 
polisi, kejaksaan dan kehakiman, tenpa permintaan dari yang kena peristiwa pidana tersebut 
dan segara bertindak melakukan pemeriksaan. Akan tetapi, dari banyaknya peristiwa pidana itu 
ada beberapa jenis, hampir semauanya kejahatan, yang hanya dituntut atas pengaduan 
(permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebut 
Delik Aduan. Delik aduan (Klacht delict) yaitu suatu delik yang diadili, apablia yang 
berkepentingan (yang dirugikan) mengadunya kepada Polisi/Penyidik. Apabila tidak ada 
pengaduan maka penyidik tidak akan mengadakan penyidikan dan membuatkan Berita Acara 
Pemeriksaan.14 Kemudian Delik Aduan dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:15 1) Delik aduan 
absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. 
2) Delik aduan relatip, adalah delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik 
                                                             
14 Umar Said Sugiarto, (2017), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, h. 241 
15 R. Soesilo, (1988), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta komentar lengkaop pasal 
demi pasal. Bogor: Politeia, h. 87 
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aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan maka akan menjadi delik 
aduan. 
     Adapun cara mengajukan pengaduan itu sendiri telah ditentukan dalam pasal 45 H.I.R. 
dengan melalui surat yang ditanda tangani, atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh 
pegawai yang menerimanya harus dituliskan dan ditanda tangani olehnya serta oleh orang yang 
mengadu. Lamanya tempo waktu terhitung sejak 6 bulan apabila orang yang wajib mengadu 
berada di Indonesia, dan 9 bulan apabila pengadu berada diluar negeri. Kemudian pengaduan 
dapat berbentuk lisan, yang berlaku bagi saat pengaduan ialah pemberitahuan dengan lisan itu 
diajukan. Jika tertulis, yang berlaku ialah pada saat tanggal pengiriman surat pengaduan itu, 
bukan tanggal surat itu diterima.16 Dari penjelasan mengenai Delik aduan diatas maka dapat 
diketahui bahwa Pencita atau Pemegang Hak Cipta berhak melakukan Pengaduan, dengan 
mengajukan pengaduan secara lisan maupun tertulis kepada pegawai (Polisi/Penyidik). Dengan 
demikian maka perkara yang diadukan akan diproses secara hukum yang berlaku, terhadap 
Perlindungan hukum terkait Pembajakan Hak Cipta Sinematografi berdasarkan UUHC dan UU 
ITE. 
     Sinematografi atau film adalah karya seni sesesorang yang merupakan salah satu bidang 
yang dilindungi oleh Hak Cipta pada Pasal 40 huruf m UUHC. seiring perkembangan zaman 
serta teknologi informasi yang begitu pesat dan canggih membuat manusia semakin mudah 
melakukan hal apa saja menggunakan internet dan media sosial. Termasuk dalam 
penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kegiatan illegal seperti pembajakan film yang 
terjadi didalam sebuah media sosial Telegram. Dan tentunya hal ini sangat disayangkan karna 
tindakan pembajakan film tersebut sudah melanggar Hak Cipta seseorang, yang mana dapat 
merugikan hak dari Pencipta karya intelektual itu sendiri. 
     Pengertian “Pembajakan” itu sendiri terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 
tentang hak cipta, yakni dalam Pasal 1 angka 23 yang menjelaskan bahwa Pembajakan adalah 
Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang 
hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dan 
pengertian penggandaan itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 12 UUHC yang menyatakan 
bahwa Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan 
dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau 
sementara. 
                                                             
16 Ibid, h. 89 
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     Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 
berbagai macam aktivitas, illegal downloading atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. 
Internet piracy merupakan suatu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat illegal dan bahkan 
cendrung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak 
sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang.17 
     Mengenai penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembajakan adalah tindakan 
penggandaan Ciptaan secara tidak sah atau illegal. Dan pembajakan film termasuk pelanggaran 
penggandaan dan/atau pembajakan sinematografi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 
UUHC. Kemudian hal yang demikian menimbulkan adanya sebuah akibat hukum yang timbul 
dari perbuatan hukum yang terjadi di Channel dalam Aplikasi Telegram tersebut. Hak kekayaan 
intelektual seseorang tentunya harus dilindungi, begitupun Hak Cipta yang dapat melindungi 
karya cipta seseorang. Dalam Pasal 4 UUHC ada yang menjelaskan bahwa Hak Cipta 
merupakan hak ekslusif seseorang yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Yang apabila 
hak pokok tersebut dilanggar maka Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dapat menuntut kerugian 
yang diakibatkan oleh tindakan pembajakan tersebut.  
     Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan 
nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan Ciptaannya, tidak dapat 
dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta ataupun Hak Terkait telah 
dialihkan. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta, yang mana 
hak tersebut menyangkut perlindungan atas reputasi Pencipta.  Adapun hak ekonomi yang 
terdapat pada Pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eklusif Pencipta 
atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi 
adalah hak yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat 
ekonomi dari ciptaannya, atau mengizinkan atau melarang orang untuk mengumumkan da/atau 
memperbanyak ciptaannya.  
     Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Penggandaan dan/atau Penggunaan hanya 
dapat dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta saja. Dan apabila ada pihak yang ingin 
menggunakan Hak Ekonomi tersebut maupun secara Komersial Ciptaan terkait Sinematografi, 
harus meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
Oleh karena itu, kegiatan Pembajakan yang terjadi didalam Channel Telegram sudah melanggar 
Hak Ekonomi seorang Pencipta. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pembajak tersebut 
dapat merugikan Pencipta dalam segi ekonominya. Serta, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam 
                                                             
17 Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediyati Maharani, (2019), Penegakan Hukum Hak Cipta terhadap 
pembajakan film secara daring, Jakarta: Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 1, h. 18 
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Hak Cipta hanya dapat berpindah apabila Hak Cipta sudah dibeli oleh orang lain dan Hak Cipta 
itu pun berpindah kepada pemegang hak cipta secara otomatis. 
     Kemudian dalam hal ini Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dapat mengupayakan 
perlindungan hukum yang timbul dari perbuatan hukum terkait Pembajakan di Channel dalam 
Aplikasi Telegram tersebut. Adapun terkait pelanggaran Pembajakan Film yang terjadi didalam 
aplikasi telegram, selain melanggar Hak Cipta Sinematografi yakni UUHC. Pelanggaran 
melalui platform media sosial ini juga telah melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi 
Elektronik yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE. UU ITE pada dasarnya mengatur 
mengenai pengaturan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dengan menggunakan 
komputer dan media lainnya. 
     UU ITE dalam Pasal 25 ini juga menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan 
berkaitan dengan Perlindungan Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang berbunyi: 
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi Karya Intelektual, 
situs internet, dan karya intelektual yang didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan 
Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan”. Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang maksudkan diatas ialah karya intelektual yang sudah 
didaftarkan sebagai Hak-hak yang sdh dijelaskan diatas.  
     Selanjutnya menurut penjelasan Pasal 25 UU ITE menyebutkan bahwa, “Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai kekayaan 
intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib 
dilindungi oleh Undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-
undangan”. Berdasarkan penjelasan Pasal 25 UU ITE tersebut Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang disusun menjadi suatu Karya Intelektual apa saja, harus dilndungi 
oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan HAKI karena Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik memiliki nilai Ekonomis bagi Penciptanya. 
     Adapun upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan Pemegang Hak Cipta 
Sinematografi melalui hukum pidana terkait perbuatan Penggandaan yang terjadi dalam 
Channel di Aplikasi Telegram, dapat dikenakan ketentuan Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi: 
“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
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     Kemudian akibat hukum terhadap perbuatan Pembajakan tersebut dapat dikenakan sanksi 
dalam ketentuan Pasal 113 aya (4), bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksdu pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 
4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).  
     Terdapat pula bentuk perlindungan hukum mengenai HAKI dalam Pasal 32 UU ITE yang 
berbunyi:  
(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun 
mengubah, manambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 
memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
milik orang lain atau milik publik.  
(2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun 
memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada 
Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak. 
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya 
suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi 
dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. 
     Jika ditinjau dari ketentuan Hak Cipta Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU ITE tindakan dalam ayat 
ini merupakan bentuk dari tindakan perbanyakan dan penggandaan tanpa izin Pencipta atau 
Pemegang Pemegang Hak Cipta. Hal ini merupakan pelanggaran yang termasuk dalam Pasal 9 
ayat (1) huruf b UUHC. Adapun akibat hukum dari perbuatan Penggandaan yang terjadi dalam 
Channel di Aplikasi Telegram pelaku dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 48 ayat 
(1) yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. 
     Dan perbuatan mentransfer yang terjadi dalam Channel di Aplikasi Telegram dapat 
dikenakan ketentuan Pasal 48 ayat (2), yakni “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.  
     Dengan demikian sebagaimana yang telah dirumuskan bahwa upaya hukum diatas, akan 
berlaku apabila Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengajukan pengaduan terkait pelanggaran 
yang telah terjadi agar memperoleh Perlindungan Hukum sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik ketetapan yang berlaku di Indonesia. 
 
KESIMPULAN 
1. Bentuk perlindungan hukum ada 2 (dua); berupa upaya Preventif dan Represif.  Dalam 
Upaya Preventif yang dilakukan pemeritah ialah dengan memberikan perlindungan hukum 
dengan cara menuntup konten yang melakukan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan 
ketetuan Pasal 15 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 
Tahun 2015 dan Menteri Komuniskasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang 
Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta 
dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Adapun Upaya Represif merupakan bentuk 
perlindungan hukum yang lebih ditunjukan kepada penyelesaian sengketanya. Dimana 
penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau 
pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUHC.  
2. Salah satu penyebab paling besar terjadinya pembajakan melalui aplikasi Telegram ialah 
perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Sehingga mempermudah masyarakat 
dalam menggunakan jaringan internet untuk berbagai kegiatan dalam bermedia sosial, salah 
satunya ialah pembajakan Hak Cipta sinematografi dan/atau penyebaran film illegal 
tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadikan pelaku pembajakan menggunakan sarana 
aplikasi Telegram, yaitu karena Pembajak menganggap Telegram sangat mudah digunakan, 
bebas dan juga menganggap pihak Telegram tidak terlalu tegas terkait pengguna yang 
menyalahgunakan Channel. 
3. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta Sinematografi terkait 
perbuatan Penggandaan dan/atau Pembajakan yang terjadi dalam Channel di Aplikasi 
Telegram ialah dengan melakukan pengaduan kepada polisi/penyidik. Kemudan pelaku 
dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan 
Teknologi Elektronik. Dan adapun akibat hukum dari perbuatan Penggandaan dan 
Penggunaan Secara Komersial dapat dikenakan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang 
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Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
Undang-undang Nomor 33 tahun 2009 tetang Perfilman 
Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik 
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri 
Komuniskasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan 
Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait 
dalam Sistem Elektronik 
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